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ABSTRACT
By universal child has the human rights protected by law, even effective
since the child in the womb Because they are entitled to legal protection for all
the activities that lead to growth and development in the future. Problems of
economic exploitation of children is influenced by poverty, lack of education,
availability of employment, as well as the patriarchal culture. Based on the data
from the Bureau of Criminal Investigation Police of the Republic of Indonesia in
2011 to 2013 types pekejaan that exploits the Reviews largest commercial sexual
exploitation of children as many as 205 cases, as many as 213 cases of economic
exploitation.
This type of research is a normative legal research writer. Normative legal
research legal research is doctrinaire, Also Referred to as a research library or
study documents dititk emphasis on secondary data. Data collection techniques in
this research is the study of literature, the author quotes from books, literature, or
supporting books Relating to the issues to be studied. In writing this essay, the
author uses descriptive analysis (descriptive analisys) the which aims to provide a
description of the subject of the research is based on Data Obtained from the
studied subject.
The results of this thesis research, legal protection for children can be
interpreted any attempt legal protection of the freedoms and rights of children as
well as the various interests related to child welfare. In Islam explained that Islam
in protecting or maintaining the descent, not to get wasted, do didustakan and not
falsified. Received legal sanction perpetrators of economic exploitation of
children, shall be punished with Imprisonment of ten (10) years and / or a fine of
not more Rp.200.000.000,00 (two hundred million rupiah). In Islamic law, if an
act or prohibition is not stipulated in the legal provisions stipulated in the texts of
the Quran and al-Hadith (had) the act or the legal prohibition stipulated in ta'zir.
Suggestions in this thesis research, need to be made regulation more detailed
regarding the protection of children as victims of economic exploitation, Because
The rights of children are robbed not necessarily be Returned so expect to be-able
to the make rules and services on the restoration of the rights of children after
becoming victims of economic exploitation and the changes in the Law on the
Protection of children in the provisions on sanctions has not changed.
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A. Latar Belakang Masalah
Dalam Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak
menyebutkan bahwa anak adalah
seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam
kandungan. Dalam Kompilasi
Hukum Islam Pasal 98 ayat 1
menyebutkan batas usia anak
yang mampu berdiri sendiri atau
dewasa adalah 21 tahun sepanjang
anak tersebut tidak bercacat fisik
maupun mental atau belum pernah
melangsungkan perkawinan.1
Secara universal anak
mempunyai hak asasi manusia
yang dilindungi hukum, bahkan
berlaku sejak dalam
kandungannya karena itu anak
juga berhak mendapat
perlindungan hukum atas segala
kegiatan yang mengarah pada
pertumbuhan maupun
perkembangan di masa
mendatang. 2 Di dalam Islam
diterangkan bahwa Agama Islam
memelihara keturunan, agar
jangan sampai tersia-sia, jangan
didustakan dan jangan dipalsukan.
Islam menetapkan bahwa
ketentuan keturunan menjadi hak
anak, anak akan menangkis
1Abdurarahman, Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, Edisi Pertama,
Akademika Presindo, Jakarta: 1992, hlm .
137.
2 Syaifullah Yophi Ardianto,
“Perlindungan Hukum terhadap Anak
sebagai Korban dari Tindak Pidana
Perdagangan orang di Kota Pekanbaru”,
Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Riau, Vol. 3 No. 1 Agustus
2010.
penghinaan, atau musibah
terlantar, yang mungkin menimpa
dirinya.3
Dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, juga telah
mengatur hak-hak anak yang
termuat dalam pasal 13 yang
berbunyi setiap anak selama
dalam pengasuhan orangtua, wali





2. Eksploitasi, baik ekonomi
maupun seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman, kekerasan, dan
penganiayaan;
5. Ketidakadilan; dan




yang sama, adapun kewajiban-
kewajiban anak terhadap
orangtuanya adalah berbakti atau
berbuat baik kepada keduanya.
Kewajiban terhadap orang-tua
menduduki tempat yang utama
dalam ajaran Islam, bahkan dalam
tertib kebaktian seseorang,
kewajiban terhadap orang-tua
menduduki tempat kedua sesudah
berbakti kepada Allah SWT. Di
dalam Al-Qur’an pada surah
al_Isra’ ayat 23 Allah SWT
berfirman:
3Zakariya Ahmad Al Barry, Hukum
Anak-anak dalam Islam, Bulan Bintang ,
Jakarta:  1977, hlm. 13.
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Artinya : Dan tuhanmu
telah memerintahkan supaya
kamu jangan menyembah selain
Dia dan hendaklah kamu berbuat
baik pada ibu bapakmu dengan
sebaik-baiknya. Jika salah seorang
diantara keduanya atau kedua-




perkataan “ah” dan janganlah




segala usaha yang dilakukan
untuk menciptakan kondisi agar
setiap anak dapat melaksanakan
hak dan kewajibannya demi
perkembangan dan pertumbuhan
anak secara wajar baik fisik,
mental dan soaial. 4 Berbicara
mengenai perlindungan anak,
setidaknya ada dua aspek yang
terkait didalamnya. Aspek




Aspek kedua berkaitan dengan
pelaksanaan dan kebijakan
perundang-undangan tersebut.
Mengenai aspek pertama, sampai
saat ini telah cukup perundang-
undangan untuk mengatur hal-hal
4Maidin Gultom, Perlindungan Hukum
terhadap Anak dalam Sistem Pidana Anak di
Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung:
2014, hlm. 40.
berkaitan dengan perlindungan
anak. Aspek kedua apakah telah
tersedianya berbagai perangkat
perundang-undangan tentang hak-
hak anak tersebut telah dengan
sendirinya usaha-usaha untuk
mewujudkan hak-hak anak dan
upaya penghapusan praktik-
praktik pelanggaran hukum anak





sayang dan pengawasan dari
orangtuanya secara baik agar
tidak ada penyimpangan dan
perampasan  hak anak. Faktor
kemiskinan dianggap sebagai




anak. Orang tua “terpaksa”
memobilisasi anak-anaknya
sebagai pekerja untuk membantu
ekonomi keluarga. Pada titik
inilah munculnya kerawanan,
sebab anak-anak bisa berubah
peran dari “sekadar membantu”
menjadi pencari nafkah utama.




yang bekerja dan tidak mengecap
pendidikan akan tetap hidup di
dalam kondisi kemiskinan di
kemudian hari. Akibat lebih jauh,
5 Wahyudi S, “Beberapa Permasalahan
Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran
Forum Peerlindungan Anak Bangsa”
makalah disampaikan dalam rangka Hari
Anak, Pusat   Penelitian Wanita (Puslitwan)
Unsoed, 31 Januari 2002, hlm. 1.
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generasi berikutnya akan tetap




erat kaitannya dengan upaya
melindungi hak asasi anak, yang
dijamin di dalam Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia. Ketentuan
yang melarang memperkerjakan
anak tersebut sejalan dengan
ketentuan Pasal 52 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia,
yang dirumuskan bahwa setiap
anak berhak atas perlindungan
oleh orangtua, keluarga,
masyarakat dan negara.
Selanjutnya di dalam ayat (2)
dinyatakan bahwa hak anak
adalah hak asasi manusia dan
untuk kepentingannya hak anak
itu diakui dan dilindungi oleh
hukum bahkan sejak dalam
kandungan. Kemudian berkaitan
dengan  perlindungan hukum
terhadap anak dari sisi ekonomi
termasuk untuk melakukan
pekerjaan diatur dalam ketentuan
Pasal 64 Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, yang dirumuskan bahwa
setiap anak berhak untuk
memperoleh perlindungan dari
kegiatan eksploitasi ekonomi dan
setiap pekerjaan yang
membahayakan dirinya, sehingga
dapat mengganggu  pendidikan,
6 Noer Effendi Tadjhoedin, Buruh
Anak Fenomena Dikota dan Pedesaan-
Dalam Buruh Anak Disektor Informal-
Tradisional dan Formal, Sumberdaya
Manusia, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia,
Jakarta: 1992, hlm. 68.
kesehatan fisik, moral kehidupan
sosial dan mental spiritualnya.7
Dalam rangka
perlindungan terhadap anak yang
bekerja telah dituangkan di dalam
Pasal 68 Undang-Undang Nomor




dilanjutkan dalan Pasal 69
ketentuan mengenai Pasal 68
bahwa dapat dikecualikan bagi
anak yang berumur di antara 13
sampai 15 tahun untuk melakukan
pekerjaan ringan sepanjang tidak
menggangu perkembangan dan
kesehatan fisik, mental dan sosial.
Pekerja anak dan bentuk








kerja, serta budaya patriaki.
Eksploitasi anak secara ekonomi
besar-besaran terjadi di berbagai
kalangan terutama masyarakat
kalangan bawah yang hidup
dibawah kemiskinan. Banyak
anak yang dipekerjakan pada
sektor yang berbahaya, seperti
anak bayi yang diajak
orangtuanya mengemis,
mengamen di persimpangan
lampu lalu lintas, berjualan koran
di pinggir jalan, buruh pabrik dan
yang lebih buruknya sebagian
7 Netty Endrawati, “Faktor Penyebab
Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya”
Jurnal Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga,
Refleksi Hukum April 2011 hlm. 21.
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besar orangtua yang memaksa
anaknya untuk bekerja.
Berdasarkan data dari Badan
Reserse Kriminal Kepolisian
Republik Indonesia tahun 2011
sampai dengan tahun 2013 jenis
pekejaan yang mengeksploitasi
anak terbesar adalah eksploitasi
seks komersial anak sebanyak 205
kasus, eksploitasi ekonomi
sebanyak 213 kasus.8
Dalam Pasal 76I Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak,
menjelaskan bahwa setiap orang
dilarang menempatkan,
membiarkan, melakukan,
menyuruh melakukan atau turut
serta melakukan eksploitasi secara
ekonomi dan/atau seksual
terhadap anak. Dalam Pasal 88
Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak,
menjelaskan bahwa setiap orang
yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76I, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan/atau denda paling
banyak Rp.200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah). Meskipun telah
jelas adanya larangan dan
diancam hukuman yang berat
apabila melakukan eksploitasi
anak secara ekonomi namun
eksploitasi ekonomi di Indonesia
masih berlangsung hingga saat ini.
8http.//www.kpai.go.id, diakses, tanggal,
27 januari 2016.
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Eksploitasi anak secara
ekonomi yang diasumsikan dalam
berbagai peraturan perundang-
undangan belum mampu
mengurangi banyaknya anak yang
dieksploitasi secara ekonomi dan
hal ini belum cukup memberi
sanksi terhadap pelaku dan hak-
hak anak sebagai korban yang




diatas maka menarik untuk diteliti
yang dituangkan dalam bentuk









hukum hak anak sebagai
korban eksploitasi ekonomi
dalam hukum pidana di
Indonesia dan hukum Islam ?
2. Bagaimanakah pemberian
sanksi pidana di Indonesia dan
sanksi dalam hukum Islam
terhadap pelaku eksploitasi
ekonomi terhadap anak ?
C. Pembahasan
1. Perlindungan Hukum Hak
Anak Sebagai Korban
Eksploitasi Ekonomi dalam
Hukum Pidana di Indonesia
dan dalam Hukum Islam
a. Perlindungan Hukum Hak
Anak Sebagai Korban
Eksploitasi Ekonomi
dalam Hukum Pidana di
Indonesia
Perlindungan hukum
bagi anak dapat diartikan
segala upaya perlindungan
hukum terhadap berbagai






hukum bagi anak mencakup




9 Waluyadi, Hukum Perlindungan










bagi anak yang berhadapan
dengan hukum meliputi
anak yang berkonflik
dengan hukum dan anak
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c. Penyediaan sarana dan
prasarana khusus.
d. Penjatuhan sanksi yang
tepat untuk kepentingan
yang terbaik bagi anak.
















bagi anak yang menjadi
korban tidak pidana
dilakukan melalui:11
a. Upaya rehabilitasi, baik
dalam lembaga maupun
diluar lembaga.
b. Upaya perlindungan dari
pemberitaan identitas

























khusus kepada anak. Dalam
Pasal 59 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang





pada ayat (1) diberikan
kepada anak :
a. Anak dalam situasi
darurat.
b. Anak yang berhadapan
dengan hukum.
c. Anak dari kelompok
minoritas dan terisolasi.
d. Anak yang dieksploitasi
secara ekonomi dan/atau
seksual.





f. Anak yang menjadai
korban pornografi.
g. Anak dengan HIV/AIDS
h. Anak korban penculikan,
penjualan dan/atau
perdagangan.
i. Anak korban kekerasan
fisik dan/atau seksual.
j. Anak korban kejahatan
seksual.
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m. Anak korban perlakuan
salah dan penelantaran.
n. Anak dengan perilaku
sosial menyimpang.









dalam Pasal 66 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang







dalam Pasal 59 ayat (2)























berlaku bagi tindak pidana
yang dilakukan terhadap




melindungi anak dari tindak
pidana.12






Asy-Syari’ah ( Arb: al-
maqasid yang berarti
tujuan) tujuan-tujuan
syariat.13 Imam asy- Syaitibi
(ahli usul fikih Mahzab
Maliki) menyatakan bahwa
mewujudkan kemaslahatan
dunia dan akhirat ada lima
pokok yang harus
dipelihara. Berdasarkan
hasil induksi ulama usul
fikih terhadap berbagai
nash, kelima pokok itu ialah
: agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Dalam
mewujudkan dan
memelihara kelima pokok
diatas, maka para ulama
usul fikih
mengategorikannya ke
12 Darman Prints, Hukum Anak
Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:
1997, hlm. 103.
13 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi
Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,
Jakarta: 2003, hlm. 1108.




























dan mengasuh anak pada
masa kecil memerlukan
kesabaran dan tutur kata
yang baik. Tutur kata yang
baik bisa diwujudan seiring
dengan adanya kesabaran.
Apabila tidak ada kesabaran
dalam diri orangtua






orangtua semua itu demi
kebaikan anak. Sebab yang
dirasakan oleh anak bahwa
14Ibid, hlm. 1109.





dalam Surat Al-Isra’ Juz 15










Surat An-nisa’ Juz 4 ayat
9, kandungan  ayat
tersebut memerintahkan
agar kita memiliki rasa
khawatir meninggalkan
anak keturunan yang





pesan agar kita melindungi
anak cucu kita bahkan
yang belum lahir sekalipun
jauh-jauh hari, jangan
nanti ia lahir dalam
keadaan tidak sehat, tidak










15 Irawati Iatadi, Mendidik Dengan
Cinta, Pusaka Inti, Jakarta: 2003, hlm. 11.
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ketentuan-ketentuan







anak itu tugas yang besar




























16 Zakariya Ahmad Al-Barry, Hukum
Anak-Anak dalam Islam, Bulan Bintang,
Jakarta: 1977, hlm. 13.
17 Mohammad Rifa’i, Pembina Pribadi
Muslim, CV. Wicaksana, Semarang: 1993,
hlm. 188.
18 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah,
Penerjemah oleh Nor Hasanuddin, dkk, Jilid




Qur’an dalam Surat At-









(ayah) menafkahi istri dan

















para pakar hukum Islam
mewajibkan pihak lain,
seperti kerabat terdekat






utang yang harus dilunasi
bila ada
19Syaikh Imam Zaki Al-Barudi, Tafsir
Wanita, Penerjemah: Samson Rahman,
Pustaka Al-Kautsar, Jakarta: 2003, hlm. 166.
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2. Pemberian Sanksi dalam
Hukum Pidana di Indonesia
dan dalam Hukum Islam
Terhadap Pelaku Eksploitasi
Ekonomi Terhadap Anak







ekonomi ini masih menjadi
masalah serius bagi kita,
bangsa dan negara











Indonesia, Tafsir Al-Qur’an Tematik Al-
Qur’an Dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa,
Cetakan ke-1, Aku Bisa, Jakarta: 2012, hlm.
140.










Dalam Pasal 88 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang






dalam Pasal 76I, dipidana
dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan/atau denda paling
banyak Rp.200.000.000,00

























itu apapun ajaran Islam
yang bersangkut paut
dengan hal yang tidak boleh
atau dosa dilakukan oleh
orangtua kepada anak, sama














mencegah hal yang tidak
baik inilah, kita kembalikan
segala ketentuan dalam
hubungan orangtua dengan
anak pada sumber peraturan
Allah SWT dan Rasulnya
supaya hidup kita menjadi
bahagia sentosa di dunia dan
di akhirat.21
Islam adalah agama






orangtua sebagai dosa besar.




tanggal 9 Mei 2016.
kewajiban mereka terhadap
anak. Karena setiap orang
akan diminta
pertanggungjawabannya di
akhirat kelak atas amanah
yang dipercayakan
kepadanya. Dan amanah
terbesar bagi setiap orangtua





































tanggal 10 Mei 2016
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seorang anak. Allah SWT
didalam ayat tersebut
menisbatkan hal nafkah
anak terhadap ibu karena
makanan itu bisa sampai ke
tubuh anak atas perantara













mental, fisik dan sosial dari
tindakan eksploitasi ekonomi
terhadap anak. Perlindungan
hukum bagi anak dapat
diartikan segala upaya
perlindungan hukum terhadap
berbagai kebebasan dan hak
asasi anak serta berbagai
kepentingan yang berhubungan
dengan kesejahteraan anak.
Perlindungan hukum bagi anak




terhadap hak asasi anak,
perlindungan hukum terhadap
semua kepentingan anak yang
berkaitan dengan
kesejahteraan.
23 Sulaiman bin Umar, Al-futuhat Al-
illahiaah, Jilid. I, Cet. Ke-1, (Bairut-
Lebanon: Darul al Fikri, 1994), hlm. 309.
Dalam hukum Islam, orangtua
harus bersikap baik dan
memberikan perlindungan bagi
anak-anaknya. Di dalam Islam
diterangkan bahwa Agama
Islam dalam melindungi atau
memelihara keturunan, agar
jangan sampai tersia-sia,
jangan didustakan dan jangan
dipalsukan.
2. Pemberian sanksi merupakan
suatu upaya penegakan
perlindungan anak, sehingga
tindakan pelanggaran atas hak-
hak anak dapat berkurang
meskipun apabila hak-hak
tersebut telah terenggut tidak
mudah untuk dikembalikan
kepada keadaan semula. Sanksi
hukum yang diterima pelaku
eksploitasi ekonomi terhadap
anak, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda
paling banyak
Rp.200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah). Di dalam hukum
Islam, tidak dijelaskan secara
terperinci di dalam Al-Qur’an
dan al-hadits yang
mengarahkan sanksi mengenai






ini maka mendapatkan dosa
dan mengambat jalan menuju
surga. Di dalam hukum Islam,
jika suatu perbuatan atau
larangan tidak diatur dalam
hukum yang ketentuannya
diatur dalam nash Al-Qur’an
dan al-hadits (had) maka
perbuatan atau larangan




1. Sebaiknya perlu dibuat
peraturan lebih terperinci dan
jelas mengenai perlindungan
anak sebagai korban eksploitasi
ekonomi, karena hak-hak anak







hak-hak anak setelah menjadi
korban eksploitasi ekonomi.
2. Sebaiknya masyarakat sebagai
manusia yang memiliki
















penguasa maka sanksi dapat
bersifat progresif yang artinya
dapat dirubah berdasarkan













Perlindungan Anak Nomor 35
Tahun 2014 sehingga dapat
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